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ABSTRAKHarmonisasi pengaturan tentang kompetensi (kewenangan) dalam Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar Kapal Ikan di Pelabuhan Belawan ditinjau dari UU.Nomor 17 Tahun2008 dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, khususnya ketentuan Pasal 42 UU No. 45 Tahun2009 terkait kewenangan Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, bahwaterjadi ketidakharmonisan (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan antara UU 17Tahun 2008 dengan UU. No. 45 Tahun 2009, serta termasuk peraturan di bawahnya.Selanjutnya keabsahan (legitimasi) Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan olehSyahbandar Perikanan di Pelabuhan Belawan, adalah sah menurut UU No. 45 Tahun 2009,tetapi bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan sangatlah bertentangan dengan azas hukum pembentukan undang-undang (azas legal drafting). Tanggung jawab hukum syahbandar di pelabuhan perikanantidak sepenuhnya bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kapal ikan karena didalamundang-undangnya tidak mengaturnya, tetapi undang-undang pelayaran sendiri secara jelasdan terperinci menjelaskan hal yang menyangkut kecelakaan kapal termasuk tata carapemeriksaan kecelakaan kapal.
Kata Kunci : Harmonisasi, Surat Persetujuan Berlayar, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
ABSTRACT
Harmonization of regulations on competence (authority) in the Issuance Agreement
Fish Sailing Ships in the Port of Belawan in terms of the Act.No. 17 of 2008 with the Act.No. 45 of
2009, particularly the provisions of Article 42 of Law. No. 45 of 2009 related to the authority of
the harbor master in the issuance of the Letter of Approval Sailing, that disharmony
(disharmony) legislation between Law. 17 of 2008 by Law.No. 45 of 2009, as well as including
the rules below. Furthermore, the (legitimate) Letter of Approval issued by the harbor master
Sailing Fishing in the port of Belawan, are legal under the law. No. 45 of 2009, but contrary to
the Act. No. 12 Year 2011 on the Establishment of legislation is contrary to the principles of the
law of the formation of law (the principle of legal drafting). Syahbandar legal responsibility in
the fishing port was not entirely responsible for the accident because the fishing boats in the
laws have not been set, but the laws of the cruise itself clearly and in detail to explain matters of
ship wrecks including the inspection procedure shipwrecks.
Keywords: Harmonisation, Approval Letter Sailing, Act No. 17 of 2008, Act No. 45 of 2009.
I. PendahuuanKapal laut merupakan alat transportasiutama sebagai pengangkut barang antarpulau karena bila dibandingkan dengan alattransportasi lainnya biayanya jauh lebihmurah dan jumlah barang yang dapatdiangkut jauh lebih banyak bila
dibandingkan alat transportasi lainnya sertadapat menjangkau tempat yang terpencilyang tidak dapat dijangkau oleh alattransportasi lainnya. Karena pada saat iniperkembangan lingkungan Strategi Nasionaldan Internasional menuntut  penyelenggarapelayaran yang sesuai dengan ilmu
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pengetahuan dan teknologi, peran sertaswasta dan persaingan usaha, otonomidaerah, dan akuntabilitas penyelenggaranegara dengan tetap mengutamakankeselamatan dan keamanan pelayaran demikepentingan nasional.1Mengingat fungsi kapal laut sebagaimoda transportasi (alat pengangkut) baikbarang maupun penumpang maka kondisikapal tersebut di dalam melayani jasatransportasi laut tersebut haruslahmengutamakan unsur-unsur keselamatandan keamanan pelayaran, gunameminimalisir bahaya kecelakaan di lautyang berdampak kepada hilangnya jiwamanusia, harta benda dan terhadappencemaran lingkungan laut.2Kapal-kapal yang dibangun secaratradisional digunakan sebagai kapalpenangkap ikan dan terhadap kapal-kapaltersebut juga dilakukan pengawasansebagaimana dilakukan terhadap kapal-kapal pengangkutan tersebut di atas, yangpengawasannya dilakukan oleh KementerianPerhubungan, Direktorat JenderalPerhubungan Laut, dalam hal inidilaksanakan oleh Syahbandar, sepertipengawasan yang dilakukan olehSyahbandar Belawan.Selain untuk melayani pelayarannasional maupun internasional tentunyabanyak aspek yang harus diperhatikanterhadap keselamatan kapal tersebut.Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran yaitu aspek kelaiklautan kapaldimana kapal tersebut harus memenuhipersyaratan keselamatan kapal, pencegahanpencemaran perairan dari kapal,pengawakan, garis muat, pencemaran,kesejahteraan awak kapal dan keselamatanpenumpang, status hukum kapal, manajemenkeselamatan dan manajemen keamanankapal untuk berlayar di perairantertentu.3Pengawasan terhadap keselamatankapal tersebut dilakukan sejak kapaldirancang bangun, dibangun, sampai dengan
1Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang No.17Tahun 2008 Tentang Pelayaran2Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang No.17Tahun 2008 Tentang Pelayaran3Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang No.17Tahun 2008 Tentang Pelayaran
kapal tidak digunakan lagi. 4 Dalammelaksanakan fungsi pengawasan tersebutdilakukan oleh pemerintah. Dalam hal inipemerintah menunjuk pejabat yang memilikikewenangan tertinggi untuk menjalankandan melakukan pengawasan terhadapdipenuhinya ketentuan peraturanperundang-undangan tersebut untukmenjamin keselamatan dan keamananpelayaran dan pejabat tersebut adalahSyahbandar.5Syahbandar tersebut melaksanakanfungsi keselamatan dan keamanan pelayaranyang mencakup pelaksanaan, pengawasandan penegakan hukum di bidang angkutan diperairan kepelabuhanan dan perlindunganlingkungan maritim di Pelabuhan. Haltersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran.Dalam melaksanakan pengawasankeselamatan pelayaran tersebut, dilakukandengan cara pemeriksaan Nautis, Teknis danRadio serta melakukan pengujian-pengujianterhadap seluruh persyaratan keselamatankapal dalam rangka penerbitan sertifikatkapal guna terpenuhinya aspek kelaiklautankapal, dimana kelaiklautan kapal itu sendiriadalah keadaan kapal yang memenuhipersyaratan keselamatan kapal, pencegahanpencemaran perairan dari kapal,pengawakan, garis muat, pemuatan,kesejahteraan awak kapal dan kesehatanpenumpang, status hukum kapal, manajemenkeselamatan kapal untuk berlayar diperairan tertentu. 6 Salah satu aspekkelaiklautan kapal tersebut adalahkeselamatan kapal.  Keselamatan kapaladalah keadaan kapal yang memenuhipersyaratan material, konstruksi, bangunanpermesinan dan pelistrikan, stabilitas, tatasusunan serta perlengkapan termasukperlengkapan alat penolong dan radio,elektronik kapal, yang dibuktikan dengansertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan
4Pasal 52 ayat (1) PP No. 51 Tahun 2002Tentang Perkapalan5Pasal 1 ayat (5) dan (6) PP. No. 51 Tahun2002 tentang Perkapalan6Pasal 1 ayat 33 UU. No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran
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pengujian 7 oleh Surveyor dalam hal inidilakukan olehMarine Inspector.Pengawasan selanjutnya terhadapkapal dilaksanakan oleh Syahbandarsetelahterpenuhinya aspek-aspek kelaiklautankapal dalam hal ini dituangkan dalam bentuksertifikat-sertifikat yang ditetapkan olehaturan-aturan nasional maupun aturan-aturan internasional berupa konvensi-konvensi yang telah diratifikasi olehpemerintah Republik Indonesia, danpengawasan selanjutnya yaitu pengawasanlaik layar dimana pengawasan tersebutdilakukan oleh Syahbandar terhadap kapalyang akan berlayar meninggalkan pelabuhanuntuk memastikan bahwa kapal, awak kapaldan muatannya secara teknis-administratiftelah memenuhi persyaratan keselamatandan keamanan pelayaran serta perlindunganlingkungan maritim.Sebelum diterbitkannya SuratPersetujuan Berlayar (SPB), terlebih dahuludilakukan pemeriksaan administratif yaitu:a. Surat-surat dan dokumen yangdilampirkan pada saat penyerahansurat permohonan dan penerbitanSurat Persetujuan Berlayar (Port
Clearance); danb. Sertifikat dan surat-surat kapal yangditerima oleh Syahbandar pada saatkapal tiba di pelabuhan.Selanjutnya dilakukan pemeriksaanfisik yaitu:a. Pemeriksaan kondisi-nautis danradio kapal; danb. Pemuatan dan stabilitas kapal.Selanjutnya pengawasan kapal-kapaltidak hanya dilakukan pada kapal-kapal lauttersebut di atas, juga dilakukan terhadapkapal penangkap ikan dalam rangkapenerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang seharusnya dilakukan oleh Syahbandar.Pengawasan yang dilakukan dengan carapemeriksaan fisik dan dokumen kapal ikanyang dimulai dari pemeriksaan Surat Ukur,Surat Tanda Kebangsaan Kapal, SertifikatKeselamatan Kapal Penangkap Ikan, SuratIjin Penangkapan Ikan (SPI) dan Ijin UsahaPerikanan (IUP) yang diterbitkan oleh DinasPerikanan Propinsi, kemudian melakukanpemeriksaan kompetensi nakhoda/juragan
7Pasal 1 ayat (34) UU. No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran
kapal ikan dan kepala kamar mesin, baruditerbitkan surat persetujuan berlayar kapalikan yang akan melaut setelah terpenuhinyaketentuan-ketentuan yang ditetapkan.Dalam hal ini Syahbandar menentukandaerah pelayaran kapal ikan sesuai dengankondisi fisik kapal sewaktu melaksanakansurvey pemeriksaan fisik kapal dalam rangkapenerbitan sertifikat kelaikan danpengawakan kapal penangkap ikansebagaimana kapal niaga lainnya.Dalam hal penerbitan suratpersetujuan berlayar kapal ikan daerahpelayarannya ditetapkan sesuai sertifikatkelaikan dan pengawakan kapalpenangkapikan dengan tujuan kelaut dan sejauhkompetensi ijazah nakhoda/KKM miliki,pihak Syahbandar (Syahbandar Belawan)sendiri tetap membatasi daerah pelayaranuntuk menjamin keselamatan kapal, awakkapal, kerugian harta benda, jiwa danpencemaran kapal laut.Berdasarkan uraian diatas makadilakukan penelitian untuk menjawabpermasalahan yang dipaparkan dari latarbelakang tersebut, dengan mengemukakantopik yang berjudul: “Harmonisasi
Pengaturan Tentang
KewenanganDalamPenerbitan Surat
Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Ikan Di
Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Tentang PelayaranDanUndang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perikanan”.
II. Perumusan MasalahBerdasarkan Perumusan Masalahdalam penelitian ini antara lain sebagaiberikut :1. Bagaimana harmonisasi pengaturantentangkompetensi (kewenangan) dalamPenerbitan Surat Persetujuan BerlayarKapal Ikan di Pelabuhan Belawan ditinjaudari UU No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran dan UU. No. 45 Tahun 2009tentang Perikanan ?2. Bagaimana dengan keabsahan(legitimasi) Surat Persetujuan Berlayaryang diterbitkan oleh SyahbandarPerikanan di Pelabuhan Belawan ?3. Bagaimana Tanggung Jawab HukumSyahbandar di Pelabuhan
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PerikananBelawanterkait denganPenerbitan Surat Persetujuan BerlayarKapal Ikan ?
III. Metode Penelitian
A. Jenis dan Sifat PenelitianJenis Penelitian ini adalah penelitianhukum normatif, yaitu penelitian hukumyang dilakukan dengan cara meneliti bahanpustaka atau data sekunder,8 disebut jugapenelitian doktrinal, dimana hukumseringkali dikonsepkan sebagai apa yangtertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkansebagai kaidah atau norma yang merupakanpatokan berperilaku manusia yang dianggappantas.9Menurut Peter Mahmud Marzuki,penelitian hukum normatif adalah suatuproses untuk menemukan suatu aturanhukum, prinsip-prinsip hukum, maupundoktrin-doktrin hukum guna menjawab isuhukum yang dihadapi.10Berdasarkan definisi tersebut diatas,maka jenis penelitian yang dilakukan dalampenelitian tesis ini adalah penelitian hukumnormatif, karena peneliti menggunakanbahan-bahan kepustakaan sebagai datautama untuk menganalisis kasus, dan penulistidak melakukan penelitian lapangan.Penelitian ini diteliti dengan menggunakanbahan pustaka (bahan sekunder) ataupenelitian hukum perpustakaan yang secaragaris besar ditujukan kepada : penelitianasas-asas hukum, penelitian terhadapsistematika hukum, penelitian terhadapsinkronisasi hukum, penelitian terhadapsejarah hukum, dan penelitian terhadapperbandingan hukum.11
B. Sumber Data
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013,halaman 13.9Amiruddin dan H Zainal Asikin.Pengantar
Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006, halaman 118.10 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian
Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007,halaman 35.11 Ediwarman.Monograf.Metode Penelitian
Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi),Medan, 2011, halaman 94.
Sumber data dalam penelitian initerdiri dari:a. Bahan hukum primer, yaitu bahanhukum yang terdiri atas peraturanperundang-undangan. Bahan iniantara lain adalah peraturanperundang-undangan sepertiUndang-undang No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran beserta peraturanpelaksananya, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perikanan,beserta peraturan pelaksananya.b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahanhukum yang terdiri atas buku-buku,jurnal-jurnal hukum, pendapat parasarjana (doktrin), kasus-kasushukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yangberkaitan dengan permasalahanpenelitian.12c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikanpetunjuk atau penjelasan terhadapbahan hukum primer dan bahanhukum sekunder, misalnyapenjelasan perundang-undangan,ensiklopedi hukum, dan indeksmajalah hukum.
C. Metode Pengumpulan DataUntuk memperoleh hasil yangobjektif dan dapat dibuktikan kebenaranserta dapat dipertanggungjawabkanhasilnya, maka dipergunakan alatpengumpulan data sebagai berikut :
1. Studi Kepustakaan (Library
Research)Studi ini dilakukan dengan caramengumpulkan data sekunder yang meliputibahan hukum primer, bahan hukumsekunder, dan bahan hukum tersier. Datayang diperoleh digunakan sebagai dasarteori untuk menganalisis data primer yangdiperoleh dari penelitian lapangan. Datasekunder yang berasal dari PeraturanPerundang-undangan, buku teks, data dariinstansi atau lembaga lain yang memilikiketerkaitan dengan judul penelitian ini.
2. Studi Lapangan (Field Research)
12 Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian
Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing,2006, halaman 295.
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Melakukan wawancara langsungkepada petugas (Syahbandar) yangmelakukan penerbitan surat persetujuanberlayar kapal penangkap ikan di PelabuhanBelawan.
D. Analisis DataKeseluruhan data yang terdiri daridata primer dan data sekunder (bahanhukum primer, sekunder dan tersier) akandiolah dan dianalisis secara kualitatif.Penelitian kualitatif merupakan tahappenelitian yang melampaui berbagai tahapanberpikir kritis ilmiah, dimana penelitiandilakukan secara induktif, yaitu mengungkapberbagai fakta atau fenomena-fenomenayang diperoleh dari pengamatan di lapangan,lalu menganalisisnya.Selanjutnya berupayamelakukan teorisasi berdasarkanpengamatan tersebut.
IV. Hasil dan Pembahasan
A. Harmonisasi Pengaturan tentang
Kompetensi (Kewenangan) dalam
Penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar Kapal Ikan di Pelabuhan
Belawan Ditinjau dari Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran dan Undang-
undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan
1. Kompetensi (kewenangan) dalam
Penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar Kapal Ikan di Pelabuhan
Belawan ditinjau dari Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang PelayaranPengawasan terhadap kapalpenangkap ikan dalam rangka penerbitansurat persetujuan berlayar dahulu disebutsurat ijin berlayar (SIB), Syahbandar, dalamhal ini Syahbandar di Pelabuhan Belawan,dilaksanakan dengan cara pemeriksaanfisik dan dokumen kapal ikan yang dimulaidari pemeriksaan Surat Ukur, Surat TandaKebangsaan Kapal, Sertifikat KeselamatanKapal Penangkap Ikan, Surat IjinPenangkapan Ikan (SPI) dan Ijin UsahaPerikanan (IUP) yang diterbitkan olehDinas Perikanan Propinsi, kemudian
melakukan pemeriksaan kompetensinakhoda/juragan kapal ikan dan kepalakamar mesin, baru diterbitkan suratpersetujuan berlayar kapal ikan yang akanmelaut setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Dalam halkeselamatan kapal ikan yang bersifatkomersial, International Maritime
Organization (IMO) membuat suatu aturanatau konvensi untuk keselamatan kapalpenangkap ikan komersial, dikarenakankegiatan penangkapan ikan merupakansalah satu kegiatan yang paling berbahayadengan angka kematian yang tinggi.Menurut data yang diberikan oleh penelititerdahulu, kecelakaan pada kapal ikan dilaut merupakan jumlah terbanyakdibandingkan dengan jenis kapal lainnya.Oleh karena itu pertimbangan tersebut diatas, maka IMO memberi rekomendasikeselamatan kapal ikan komersial denganmenyelenggarakan konvensi Internasional
Torremolinos tahun 1977, dengan tujuanuntuk membuat aturan yang seragam bagikapal penangkapan ikan. Konvensi
Torremolinos yakni rezim keselamatankapal penangkap ikan berukuran 24 meteratau lebih.Konvensi ini menekankan padastandar konstruksi dan perlengkapanterkait dengan keselamatan sebagaimanakonvensi Safety of Life at Sea (SOLAS).Namun di Indonesia sendiri, konvensi
torremolinos belum diterapkan karena biladilihat kondisi geografis Indonesia masihtermasuk daerah perairan yang berada dilintang yang rendah (wilayah tropis) yangtingkat bahayanya relatif kecil.Sedangkanuntuk pengawasan kapal-kapal penangkapikan saat ini masih menggunakan aturan
Scheppen Ordonantie dan Scheppen
Verordening Pasal 5 ayat (6) dan aturanNon Konvensi Bagi Kapal-KapalBerbendera Indonesia (Non Convention
Vessel Standard Indonesian Flagged atau
NCVS) Pasal 45, 46, 47 dan 48.Selanjutnya syahbandar menentukandaerah pelayaran kapal ikan sesuai dengankondisi fisik kapal sewaktu melaksanakan
survey pemeriksaan fisik kapal dalamrangka penerbitan sertifikat kelaikan danpengawakan kapal penangkap ikansebagaimana kapal niaga lainnya,ketentuan terhadap pengawakan kapalikan terdiri dari Surat Keterangan
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Kecakapan (SKK) 30 mil, 60 mil dan 60 milplus.  Namun sesuai dengan PeraturanMenteriPerhubungan Nomor KM.9 tahun2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan,Ujian serta sertifikasi pelaut kapalpenangkap ikan, surat keterangankecakapan tersebut diubah menjadi AhliNautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN)dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan(ATKAPIN), khusus bagi pemegang suratketerangan kecapakan 60 mil plus dapatmengikuti updating menjadi ANKAPIN-III/ATKAPIN-III. Dalam hal penerbitansurat persetujuan berlayar kapal ikandaerah pelayarannya ditetapkan sesuaisertifikat kelaikan dan pengawakan kapalpenangkap ikan dengan tujuan ke laut dansejauh kompetensi ijazah nakhoda/KKMmiliki,  pihak Syahbandar (SyahbandarBelawan) sendiri tetap membatasi daerahpelayaran untuk menjamin keselamatankapal, awak kapal, kerugian harta benda,jiwa dan pencemaran kapal laut.Dalam rangka penerbitan suratpersetujuan berlayar kapal penangkap ikan(SPB) dahulu disebut Surat Izin Berlayar(SIB) yang selama ini dilaksanakan olehSyahbandar Belawan, kemudian sejakadanya memorandum of understanding ataumemorandum kesepahaman antaraDirektur Jenderal Perhubungan Laut danDirektur Jenderal Perikanan Tangkaptertanggal Jakarta, 28 Juli 2008  yangmenyepakati hal-hal sebagai berikut :  1.Syahbandar di pelabuhan Perikanan adalahPejabat Pemerintah yang diangkat olehMenteri Kelautan dan Perikanan yangterlebih dahulu telah mengikuti pendidikandan pelatihan kesyahbandaran yangdiselenggarakan oleh DepartemenPerhubungan serta telah mendapat otoritasdari Menteri Perhubungan.  2. PemberianSurat Persetujuan Berlayar (saat ini dikenalsebagai Surat Izin Berlayar/SIB)  olehSyahbandar di Pelabuhan Perikanansebagai pembantu Syahbandar  diPelabuhan umum terbatas hanya dalampemberian Surat Persetujuan Berlayar(SPB) dan tidak termasuk dalampemeriksaan pemenuhan persyaratankelaiklautan kapal.  3. Pelabuhan Perikananyang lokasinya berada diluar DLKr (daerahlingkungan kerja) DLKp (daerahlingkungan kepentingan) Pelabuhan
Umum, SPB dikeluarkan oleh Syahbandardi Pelabuhan Perikanan yang telahmemperoleh otoritas dari MenteriPerhubungan. 4.  Pelabuhan Perikananyang lokasinya berada di dalam DLKr /DLKp Pelabuhan Umum, Syahbandar diPelabuhan Perikanan dapat memberikanSurat Persetujuan Berlayar sebagaipembantu Syahbandar di PelabuhanUmum. Dalam memorandum kesepahamantersebut para pihak sepakat untukmemberikan kewenangan untukmenerbitkan surat persetujuan berlayaryang dikenal sebagai Surat Izin Berlayar(SIB) bagi kapal penangkap ikan yangpelaksanaannya dilakukan olehSyahbandar di pelabuhan perikanan.  Akantetapi, Syahbandar di pelabuhan perikanandalam menerbitkan Surat Izin Berlayarkapal penangkap ikan tidak mempunyaikewenangan dalam pemeriksaan bagipemenuhan persyaratan kelaiklautankapal, karena pemeriksaan bagipemenuhan persyaratan kelaiklautan kapaladalah merupakan kewenanganDepartemen Perhubungan dalam hal iniDirektorat Jenderal Perhubungan Laut yangdiberikan kepada Syahbandar di seluruhpelabuhan di Indonesia sebagai unitpelaksana teknis di bidang keselamatanpelayaran termasuk kapal penangkap ikantersebut.  Syahbandar di pelabuhanperikanan sendiri diangkat oleh MenteriKelautan dan Perikanan setelah mengikutipendidikan dan pelatihan kesyahbandaranyang diselenggarakan oleh DepartemenPerhubungan serta telah mendapat otoritasdari Menteri Perhubungan.Pemeriksaan administratifselanjutnya, Minimum safe manning
certificate, yaitu dokumen keselamatanpengawakan untuk menentukan jumlahminimum awak kapal dalam rangkakeselamatan pelayaran dengan masaberlaku 1 (satu) tahun yang bertujuanuntuk mengetahui jumlahakomodasi/fasilitas yang ada di kapal agarcukup untuk seluruh awak kapal (Bab VIIItentang Pengawakan Pasal 188Pemberlakuan Standar dan PetunjukTeknis Pelaksanaan Kapal Non KonvensiBerbendera Indonesia (Non Convention
Vessel Standard For Indonesian Flagged),sedangkan untuk kapal-kapal yang berlayar
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ke luar negeri Safe Manning Certificatemengacu kepada STCW 78/95, dalam halini penerbitan sertifikatnya sesuai denganKeputusan Menteri No. KM. 70 Tahun 1998tentang Pengawakan Kapal Niaga.
Daftar Anak Buah Kapal (ABK)atau Crew List, gunanya untuk mengetahuisecara pasti jumlah awak kapal yang ikutberlayar nama dan jabatan awak kapaltersebut. Sertifikat keselamatan kapalterdiri dari sertifikat keselamatankonstruksi kapal barang, sertifikatkeselamatan perlengkapan kapal barang,sertifikat keselamatan radio kapal barang,untuk memastikan bahwa seluruh sertifikatkapal masih berlaku (valid), yangdilampirkan pada saat penyerahan suratpermohonan penerbitan Surat PersetujuanBerlayar (Port Clearance).Kemudian pemeriksaan fisik di ataskapal, walaupun telah diterbitkannyaseluruh sertifikat keselamatan kapal danmasih berlaku namun sebagai bentukpengawasan yang melekat terhadapkelaiklautan kapal dan terhadapkelaiklayaran suatu kapal, maka tetap jugadilaksanakan pemeriksaan-pemeriksaanfisik yang berulang terhadap kapaltersebut.Pemeriksaan fisik diatas kapaldilakukan oleh pejabat pemeriksakelaiklautan kapal terhadap kondisi nautis-teknis dan radio kapal, serta pemuatan danstabilitas kapal.13Pemeriksaan fisik kapaldalam rangka penerbitan surat persetujuanberlayar (port clearance) dilakukan antaralain dengan memeriksa peralatan
navigasi, peralatan radio komunikasi,
alat-alat keselamatan, alat-alat
pemadam kebakaran, permesinan dan
pelistrikan, oily water separator,
pengawakannya dan masih banyak lagipemeriksaan fisik kapal lainnya.Demikian secara keseluruhan bentukpengawasan keselamatan pelayaran yangdilakukan oleh Direktorat JenderalPerhubungan Laut dalam hal inidilaksanakan oleh Syahbandar sebagaimanayang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran.
13 Peraturan Menteri PerhubunganNo.KM.01 Tahun 2010 tentang Tata CaraPenerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 4dan 5.
2. Kompetensi (kewenangan) dalam
Penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar Kapal Ikan di Pelabuhan
Belawan ditinjau dari Undang
Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang perubahan atas Undang
Undang Nomor 31 tahun 2004
tentang PerikananSetelah dilakukan penelitian, padaawalnya pemberian Surat Izin Berlayar (SIB)kapal perikanan dapat diterbitkan olehsyahbandar dari Direktorat JenderalPerhubungan Laut setelah melalui beberapaproses persyaratan yang dikeluarkan olehDepartemen Kelautan dan Perikanan dalamhal ini Direktorat Jenderal PerikananTangkap yang didelegasikan kepada KantorPelabuhan Perikanan di Indonesia untukmenerbitkan Lembar Laik Operasional (LLO)sebelum kapal ikan berlayar dengan suratDepartemen Kelautan dan Perikanan,Direktur Jenderal  Pengendalian SumberDaya Kelautan dan Perikanan Nomor :125/PSDKP/1.4/V/2003 tertanggal Jakarta,12 Mei 2003 perihal Pemberian SIB kapalperikanan yang ditujukan kepada DirekturJenderal Perhubungan Laut yang isinyameminta agar bersinergi dalam pelaksanaantugas dan tanggung jawab serta tidak terjadikesimpangsiuran pelaksanaan di lapanganyang dapat mempengaruhi keberangkatankapal-kapal ikan untuk melakukanoperasinya, maka diharapkan bantuannyauntuk menyampaikan kepada parasyahbandar di tiap pelabuhan yangdigunakan juga sebagai PelabuhanPangkalan/kegiatan kapal perikanan untukmemberikan SIB bagi kapal perikanansetelah terlebih dahulu ada Lembar LaikOperasional (LLO)  sekarang  Surat LaikOperasi yang dikeluarkan oleh PengawasPerikanan.Selanjutnya dari perihal surattersebut di atas, oleh Departemen Kelautandan Perikanan, Direktorat JenderalPengawasan Sumber Daya Kelautan danPerikanan mengeluarkan surat yangditujukan kepada Pelabuhan PerikananSamudera Belawan dan PelabuhanPerikanan Nusantara Sibolga dengan suratNomor : 752/PSDKP.1.4/PD.140/IX/2004tertanggal Jakarta, 3 September 2004 perihalAktivitas Petugas Pengawas, yang isinya agar
Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016 ISSN No: 1979 – 8652
143
Kepala Pelabuhan Perikanan SamuderaBelawan dan Kepala Pelabuhan PerikananNusantara Sibolga, berkoordinasi denganADPEL/Syahbandar agar Surat Izin BerlayarKapal Perikanan tidak diterbitkan sebelumkapal mendapatkan Lembar laik operasional(LLO) dari Pengawas Perikanan. KapalPerikanan yang SIB keluar tanpa LLO agardilaporkan ke Ditjen PSDKP untukdikoordinasikan dengan Ditjen PerhubunganLaut. Dari kedua surat yang dikeluarkanoleh Departemen Kelautan dan Perikanantersebut di atas, maka dapat dijelaskanbahwa sebenarnya kewenangan dalampenerbitan SIB kapal perikanan adalahwewenang dari Adpel/SyahbandarDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, danhal tersebut merupakan sinergitas antarainstansi terkait sebagaimana yang dilakukandalam penerbitan Surat Izin Berlayar kapal-kapal niaga terhadap instansi-instansiseperti Bea dan Cukai (Customs), Karantina(Quarantine), Imigrasi (Imigration),Kesehatan Pelabuhan (Health Quarantine),dimana instansi-instansi tersebutmengeluarkan surat persetujuan (clearance).Setelah diterbitkan surat persetujuan dariinstansi-instansi terkait tersebut,diterbitkanlah SIB kapal niaga untuk dapatberlayar dari pelabuhan asal ke pelabuhantujuan yang lazim disebut dengan Port
Clearance.Namun dalam perjalanannya,pemberian SIB kapal perikanan mengalamidinamika (pergeseran) sejak adanyaMemorandum Kesepahaman (Memorandum
of Understanding) tertanggal Jakarta 28 Juli2008 antara Direktur Jenderal PerhubunganLaut Departemen Perhubungan denganDirektur Jenderal Perikanan TangkapDepartemen Kelautan dan Perikanan, denganberdasarkan pertimbangan-pertimbangansebagai berikut:1. Undang-undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan2. Undang-undang Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran3. Hasil pembahasan antara SekretarisJenderal Departemen Kelautan danPerikanan bersama Direktur JenderalPerikanan Tangkap DepartemenKelautan dan Perikanan danSekretaris Jenderal Departemen
Perhubungan bersama DirekturJenderal Perhubungan LautDepartemen Perhubungan yangdiselenggarakan di Ruang RapatKutai lantai 7 Gedung KarsaDepartemen Perhubungan, Jl. MedanMerdeka Barat Nomor 8, JakartaPusat pada tanggal 28 Juli 2008.Dari pertimbangan-pertimbangantersebut, telah menyepakati hal-hal sebagaiberikut:1) Syahbandar di Pelabuhan Perikananadalah Pejabat Pemerintah yangdiangkat oleh Menteri Kelautan danPerikanan yang terlebih dahulu telahmengikuti pendidikan dan pelatihankesyahbandaran yangdiselenggarakan oleh DepartemenPerhubungan serta telah mendapatotoritas dari Menteri Perhubungan.2) Pemberian Surat PersetujuanBerlayar (saat ini dikenal sebagaiSurat Izin Berlayar/SIB) olehSyahbandar di Pelabuhan Perikanansebagai pembantu Syahbandar diPelabuhan Umum terbatas hanyadalam pemberian Surat PersetujuanBerlayar (SPB) dan tidak termasukdalam pemeriksaan pemenuhanpersyaratan kelaiklautan kapal.3) Pelabuhan Perikanan yang lokasinyaberada diluar DLKr/DLKp PelabuhanUmum, SPB dikeluarkan olehSyahbandar di Pelabuhan Perikananyang telah memperoleh otoritas dariMenteri Perhubungan.4) Pelabuhan Perikanan yang lokasinyaberada didalam DLKr/DLKpPelabuhan Umum, Syahbandar diPelabuhan Perikanan dapatmemberikan Surat PersetujuanBerlayar sebagai pembantuSyahbandar di Pelabuhan Umum.Berdasarkan penjelasan darimemorandum kesepahaman tersebut di atas,sebutan “Syahbandar di PelabuhanPerikanan” baru muncul setelahditerbitkannya Undang-undang No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan. Padahalsebutan“Syahbandar” sendiri  dikenal sejakzaman kolonial Belanda adalah Syahbandaryang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Bandar Tahun 1925, kemudiansebutan Syahbandar dijelaskan dalam
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Scheepen Ordonantie (SO) dan Scheepen
Verordening (SV) tahun 1935 yangditerjemahkan ke dalam bahasa Indonesiamenjadi peraturan pengawasan kapal-kapaltahun 1935,  menyebutkan istilahSyahbandar dalam Pasal 3 Peraturan-peraturan Keselamatan Pelayaran, bahwaSyahbandar-syahbandar ahli adalahpengawas-pengawas keselamatan kapal-kapal di tempat kedudukannya.Syahbandar sendiri dalammelaksanakan pengawasan keselamatanpelayarannya melakukan pemeriksaan danpengujian terhadap kapal dalam rangkamenerbitkan sertifikat kesempurnaan dansertifikat keselamatan, dimana setiap kapalyang berlayar ke perairan luar, harusdilengkapi dengan sertifikat kesempurnaanyang berlaku yang diberikan oleh atau atasnama Direktur Jenderal Perhubungan Lautdalam hal ini adalah Syahbandar.  Kemudiansetelah Negara Indonesia merdeka dengankurun waktu yang begitu lama, akhirnyapengawasan keselamatan pelayaran inidiatur secara khusus dalam Undang-undangNomor 21 Tahun 1992 tentang PelayaranPasal 40 yang berbunyi: “Setiap kapal yangmemasuki pelabuhan dan selama berada dipelabuhan wajib mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dankelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan,yang pengawasannya dilakukan olehSyahbandar”, kemudian terakhir diubahdengan Undang-undang Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran.Selanjutnya dalam memorandumkesepahaman yang telah disebutkan di atas,pada butir 2 bahwa pemberian SPB olehSyahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaipembantu Syahbandar di Pelabuhan Umumterbatas hanya dalam pemberian SuratPersetujuan Berlayar dan tidak termasukdalam pemeriksaan pemenuhan persyaratankelaiklautan kapal (nautis dan teknis).Tetapi di dalam pelaksanaan operasionalnyadilakukan sesuai dengan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013  tentang Kesyahbandaran diPelabuhan Perikanan Pasal 5 huruf f dan gyang menjelaskan bahwa Syahbandar dipelabuhan perikanan mempunyai tugas danwewenang menerbitkan Surat PersetujuanBerlayar, dan memeriksa teknis dan nautiskapal perikanan dan memeriksa alat
penangkapan ikan, dan alat bantupenangkapan ikan. Dari memorandumkesepahaman antara Dirjen PerhubunganLaut Departemen Perhubungan denganDirjen Perikanan Tangkap DepartemenKelautan dan Perikanan, dan peraturanmenteri kelautan dan perikanan tersebutbertolak belakang satu sama lainnya, bahwayang tersebut di dalam memorandum tidaksesuai dengan yang tersebut di dalamperaturan menteri kelautan dan perikanan.Berdasarkan uraian tersebut di atas,bahwa yang terdapat dalam memorandumkesepahaman terkait dengan pemeriksaankelaiklautan kapal (nautis dan teknis) adalahbagian dari tugas dan wewenang dariSyahbandar di Pelabuhan Umum DirektoratJenderal Perhubungan Laut, tetapi yangterdapat dalam peraturan menteri perikanantersebut adalah menjadi bagian dari tugasdan wewenang Syahbandar di PelabuhanPerikanan Direktorat Jenderal PerikananTangkap.  Hal tersebut sangatlahbertentangan dalam sistem hukum diIndonesia, karena undang-undang perikananseharusnya mengatur perihal hanya sebatasperikanan saja, tidak mengatur tentangkeselamatan pelayaran sebagaimana yangdiatur dalam undang-undang pelayaran.Sebagaimana telah dikemukakantersebut di atas dalam rangka penerbitanSurat Persetujuan Berlayar kapal padaumumnya yang diterbitkan oleh SyahbandarDirektorat Jenderal Perhubungan Laut yangseharusnya ada persetujuan-persetujuan(clearance) dari instansi-instansi terkait.Demikian juga seharusnya terhadap kapalperikanan, bahwa setelah diterbitkan SuratLaik Operasi (SLO) dan dokumen lainnyayang berkaitan dengan perikanan(clearance) dari Pelabuhan PerikananSamudera, selanjutnya diterbitkan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) kapal ikan dariSyahbandar di Pelabuhan Umum. Namunkenyataannya sampai saat ini penerbitanSPB kapal ikan dilaksanakan olehSyahbandar di Pelabuhan Perikanan.Undang-undang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun  2004 tentangPerikanan secara keseluruhan dari isiundang-undang tersebut berisikan tentangperubahan meliputi penegakan hukumdibidang perikanan, masalah pengelolaan
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perikanan, antara lain kepelabuhananperikanan, konservasi, dan kesyahbandarandan perluasan yurisdiksi pengadilanperikanan.Sedangkan perubahankesyahbandaran pada Undang-undangNomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebenarnya padaKesyahbandaran tersebut merupakan hasiladopsi dari tugas dan wewenang syahbandaryang ada pada Undang-undang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sementaraitu,Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikananmenjelaskan bahwa dalam rangkakeselamatan pelayaran, ditunjuk syahbandardi pelabuhan perikanan, dan pada Pasal 42ayat (4) dari undang-undang tersebutmenyebutkan bahwa Syahbandar dipelabuhan perikanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diangkat oleh Menteri (MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia).Berbeda dengan ketentuan yang dimaksuddalam Pasal 42 ayat (1) dari Undang-undangNo. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yangmenyebutkan bahwa dalam rangkakeselamatan operasional kapal perikanan,ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikananyang diangkat oleh Menteri yangmembidangi urusan pelayaran (Pasal 42 ayat4). Dari ketentuan Pasal 42 ayat (1)Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tersebutdi atas, dapat dijelaskan bahwa syahbandardi pelabuhan perikanan tidak mengembantugas dalam rangka keselamatan pelayaran,tetapi hanya dalam rangka keselamatanoperasional kapal perikanan saja.Selanjutnya dapat diketahui bahwa esensidari undang-undang tersebut tidak adamengatur tentang keselamatan pelayarankapal ikan, tetapi pada Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor: 3/PERMEN-KP/2013 tanggal 21 Februari 2013 Pasal 1angka 6 ada mengatur tentang KeselamatanPelayaran yang diterangkan dengan defenisi:Keselamatan Pelayaran yaitu rangkaiantindakan pemeriksaan terhadap kelaiklautankapal, laik tangkap dan laik simpan yangdinyatakan dengan dokumen kapal.Meneliti serta mencermati antara Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tersebutdengan Peraturan Menterinya bertentangan
dengan azas hokum lex superior derogate legi
inferior.Dengan demikian terjadiketidakharmonisan (disharmonisasi)peraturan perundang-undangan antara UUNo. 17 Tahun 2008 dengan UU No. 45 Tahun2009, serta termasuk peraturan dibawahnyaseperti Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM. 82 Tahun 2014 yangmerupakan pengganti dari PeraturanMenteri Perhubungan Nomor : KM. 01 Tahun2010 dan Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM. 23 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan MenteriPerhubungan Nomor : KM. 01 Tahun 2010Tentang Tata Cara Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar (Port Clearance)terhadap UU No. 17 Tahun 2008 dimanapada Peraturan Menteri No. PM. 82 Tahun2014 Pasal 2 ayat (3) terjadi pertentangandengan perintah Undang-undang di dalamPasal 207 ayat(1), dan juga di dalamkonsideran Peraturan Menteri PerhubunganNo. PM. 82 Tahun 2014 tersebut jugamemasukkan Undang-undang Nomor 45tahun 2009 tentang Perikanan sebagai salahsatu unsur penerbitan Permenhub No. PM.82 Tahun 2014 tersebut. SelanjutnyaPeraturan Menteri Kelautan dan Perikananterhadap UU No. 45 Tahun 2009 juga salingbertentangan.Sebab esensi dari UU No. 45Tahun 2009 seharusnya hanya mengaturtentang perikanan saja yang di dalamnyatidak mengatur tentang keselamatanpelayaran kapal perikanan, sedangkan esensidari UU No. 17 Tahun 2008 secara jelas telahmengatur tentang keselamatan pelayaran,namun dari segi sinergitas antaraPermenhub No. PM. 82 Tahun 2014 denganPermen Kelautan dan Perikanan No.3/PERMEN-KP/2013, terjadi sinergitas.Dengan semakin jelasnya perbedaanantara undang-undang perikanan denganperaturan menterinya tentangkesyahbandaran menunjukkan bahwasemakin jelas maksud dan tujuan dariKementerian Kelautan dan Perikanan, untukmengambil alih tugas dan wewenang dariSyahbandar di Direktorat JenderalPerhubungan Laut. Hal tersebut sangattampak apabila dilihat dari Lampiran VPeraturan Menteri No. 3 /PERMEN-KP/2013dalam bentuk format tentang SuratPernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari
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nakhoda (master sailing declaration), sebagaidasar hukumnya adalah Ordonansi kapal-kapal tahun 1935 dan Lampiran VIII dalambentuk format tentang Hasil PemeriksaanTeknis dan Nautis Kapal Perikanan, AlatPenangkapan Ikan, dan Alat BantuPenangkapan Ikan yang isinya menguraikantentang pemeriksaan yang harus dilakukanoleh Syahbandar di Pelabuhan Perikananyaitu terkait pemeriksaan Nautis, Teknis danRadio antara lain: memeriksa PeralatanNavigasi, Peralatan Radio Komunikasi, Alat-alat Keselamatan, Alat-alat PemadamKebakaran, Pintu pintu dan bukaan-bukaan,Permesinan dan Perlistrikan KapalPerikanan,dan Peralatan PencegahanPencemaran. Selain itu pemeriksaandilakukan terhadap Pengawakan antara lain:Nakhoda, Jumlah Perwira dan Jumlah ABK(anak buah kapal), dan melakukanpemeriksaan terhadap Alat PenangkapanIkan. Berdasarkan hasil wawancara yangdilakukan dengan saudara JATMOKO, A. Pi.,Jabatan Kepala Seksi KesyahbandaranPerikanan/Syahbandar Perikanan PelabuhanPerikanan Samudera Belawan pada hariKamis tanggal 17 Desember 2015, bahwadari beberapa pertanyaan yang diajukankepadanya, beliau memberikan keteranganantara lain: Syahbandar di PelabuhanPerikanan dalam rangka keselamatanpelayaran kapal ikan melakukan rangkaianpemeriksaan seperti memeriksa semuadokumen kapal, memeriksa kelaiklautankapal dan aspek keselamatan yaitu bangunan(body) kapal, mesin kapal, alat-alatkeselamatan kapal, dan memeriksa alattangkap apakah sudah sesuai dengandokumen alat tangkap kapal tersebut.Kemudian dari keterangan tersebutditanyakan apa yang menjadi dasar hukumdilakukannya pemeriksaan tersebut, beliaumemberi jawaban, bahwa yang menjadidasar hukum pemeriksaan adalah PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013, kemudian beliaumenambahkan bahwa setiap kapalpengangkut ikan harus memiliki SIKPI (SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan) dan kapal kargo(barang) yang mempunyai SIKPI harusmempunyai Surat Laik Operasi (SLO).Dari penjelasan yang telah diuraikanseluruhnya di atas, terlihat bahwa
Kementerian Kelautan dan Perikanan telahmembuat dikotomi terhadap istilahsyahbandar di pelabuhan umum dengansyahbandar di pelabuhan perikanan,demikian juga terhadap istilah kapal itusendiri.
B. Keabsahan (Legitimasi) Surat
Persetujuan Berlayar yang
diterbitkan oleh Syahbandar
Perikanan di Pelabuhan Belawan
1. Keabsahan Surat Persetujuan
Berlayar yang diterbitkan oleh
Syahbandar Belawan ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang PelayaranDalam rangka penerbitan SuratPersetujuan Berlayar (Port Clearance) yangdiatur dalam Peraturan MenteriPerhubungan Nomor : KM. 01 Tahun 2010tentang Tata Cara Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar (Port Clearance) yangmenerangkan bahwa  Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar (Port Clearance) adalahsuatu proses pengawasan yang dilakukanoleh Syahbandar terhadap kapal yang akanberlayar meninggalkan pelabuhan untukmemastikan bahwa kapal, awak kapal danmuatannya secara teknis-administratif telahmemenuhi persyaratan keselamatan dankeamanan pelayaran serta perlindunganlingkungan maritim.  Dalam pelaksanaanpenerbitan Surat Persetujuan Berlayar yangdilakukan oleh syahbandar, terlebih dahuludilakukan pemeriksaan administratif danfisik di atas kapal.Pemeriksaan administratif berupapemeriksaan surat-surat dan dokumen kapalsesuai dengan Lampiran III PeraturanMenteri Perhubungan Nomor : KM 01 Tahun2010 tersebut di atas.  Sebelum dilakukanpemeriksaan administratif, nakhoda kapalmembuat surat pernyataan tentangkeberangkatan kapal (master sailing
declaration) dengan format sesuai LampiranII dari Peraturan Menteri PerhubunganNomor : KM 01 Tahun 2010.  Setelahpemeriksaan administratif dipenuhi, makadilakukan pemeriksaan fisik terhadap kapalyang akan berlayar.Setelah dilakukan pemeriksaanadministratif dan fisik, maka diterbitkan
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Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)oleh Syahbandar dan Surat PersetujuanBerlayar yang diterbitkan oleh SyahbandarDirektorat Jenderal Perhubungan Laut inilahsah (legitimate) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  Sehingga biladilakukan penelitian dan penganalisaanantara Peraturan Menteri PerhubunganNomor KM.01 Tahun 2010 tentang Tata CaraPenerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port
Clearance) dengan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor :3/PERMEN-KP/2013 tentangKesyahbandaran di Pelabuhan Perikananjuga terdapat hal-hal atau pengaturan-pengaturan yang serba ganda tentangpengawasan terhadap kapal perikanan.Apabila dilihat dari seluruhperaturan perundang-undangan yang adaberdasarkan dari teori pembentukanundang-undang,  mulai dari legal drafting,azas-azas hukum tata Negara, azas hukum
lex specialist derogate legi generali, teorikewenangan serta teori harmonisasiseluruhnya bertentangan dengan asas-asaspembentukan undang-undang, dimanaterjadinya ketidakharmonisan(disharmonisasi) hukum antara undang-undang yang mengatur tentang pelayarandengan undang-undang yang mengaturtentang perikanan.   Karena hal tersebutberkaitan dengan keabsahan (legitimasi)dalam penerbitan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) kapal ikan, bahwa aturanhukum mana yang seharusnya digunakandan seharusnya mendapatkan prioritassebagaimana ada 2 (dua) aturan hukum lex
specialist (hukum khusus) yang samamengatur tentang kapal.  Karena kedua-duanya merupakan aturan hukum khususyaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran khusus mengatur
tentang Keselamatan Pelayaran danUndang-undang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
khusus mengatur tentang Perikanan.
2. Keabsahan Surat Persetujuan
Berlayar yang Diterbitkan oleh
Syahbandar Perikanan di
Pelabuhan Belawan Ditinjau dari
Undang-undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan
Penerbitan Surat PersetujuanBerlayar Kapal Ikan yang dikeluarkan olehSyahbandar di Pelabuhan Perikananberkaitan dengan keselamatan berlayarkapal ikan sebenarnya sudah bertentangandengan Undang-undang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan itu sendiri, karena undang-undang tersebut hanya mengatur tentangkeselamatan operasional kapal ikan.Sementara Undang-undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan mengatur tentangkeselamatan pelayaran dan membuat istilahbaru yaitu “Syahbandar di PelabuhanPerikanan “ serta mendikotomikannyadengan “Syahbandar“  dari DirektoratJenderal Perhubungan Laut dan istilahtersebut yang seolah-olah murni adalahmerupakan bagian hukum dari undang-undang tentang perikanan tersebut.   Denganadanya istilah tersebut, maka Syahbandar diPelabuhan Perikanan Kementerian Kelautandan Perikanan dengan demikian mempunyaikewenangan untuk mengambil alih dalampenerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)tersebut dari Syahbandar DirektoratJenderal Perhubungan Laut,  dimana padaawalnya Syahbandar Direktorat JenderalPerhubungan Laut memberikan pelayananpenerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)berada di Kantor Syahbandar AdministratorPelabuhan Utama Belawan, namun setelahdiundangkannya Undang-Undang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan  tersebutKementerian Kelautan dan Perikanan,Pelabuhan Perikanan Samudera Belawanmembuat sistem pelayanan satu atap(samsat) kelautan  di Pelabuhan PerikananSamudera Belawan, yang anggotanya antaralain: Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiSumatera Utara, Dinas Perikanan danKelautan Kota Medan, Direktorat Polisi Air(Ditpolair) Belawan, Syahbandar AdpelUtama Belawan dan PSDKP Belawan.Namun, setelah  samsat kelautan tersebutberjalan, pada tanggal 31 Januari 2007dengan suratnya Nomor :16.2/PPSB./PL.220/1/2007, KepalaPelabuhan Perikanan Samudera Belawanmemberitahukan agar mengosongkanGedung Samsat Kelautan pada Maret 2007,kemudian dengan suratnya Nomor:34.1/PPSB.C/KP.440/III/2007, tertanggal
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Belawan, 7 Maret 2007, bahwa pada tanggal10 Maret 2007 Pelabuhan PerikananSamudera Belawan mulai mengoperasikanSyahbandar di Pelabuhan PerikananSamudera Belawan dan dilanjutkan dengansuratnya Nomor : 451/PPSB.C/PI-420/III/2007 perihal Pengurusan Surat IzinBerlayar (SIB) Bagi Kapal Perikanan diPelabuhan Perikanan Samudera Belawantanggal 30 Maret 2007 yang ditujukankepada Pengusaha kapalperikanan/pengurus kapal perikananBelawan agar membuat SIB (Surat IzinBerlayar) yang diterbitkan oleh Syahbandaryang diangkat oleh Menteri Kelautan danPerikanan, karena pemberian SIB olehSyahbandar Perikananlah yang sah
menurut hukum.
C. Tanggung Jawab Hukum Syahbandar
di Pelabuhan Perikanan Belawan
Terkait dengan Penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar Kapal IkanPengawasan yang dilakukan olehSyahbandar Direktorat JenderalPerhubungan Laut apabila terjadi kecelakaanterhadap awak kapal maka dilakukantindakan-tindakan hukum berkaitan denganhak dan kewajiban awak kapal sebagaimanayang diatur di dalam Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.Apabila kecelakaan kapal tersebutmengakibatkan cedera permanen yangmengakibatkan awak kapal tidak dapatberaktifitas secara normal, menyebabkankematian dan lain-lain, diatur dalam Pasal 28sampai dengan Pasal 31 PP. No. 7 Tahun2000 tentang Kepelautan.Sebagaimana ketentuan Pasal 28menyebutkan:(1) Pengusaha angkutan di perairanwajib menanggung biaya perawatandan pengobatan bagi awak kapalyang sakit atau cidera selama beradadi atas kapal.(2) Awak kapal yang sakit atau cederaakibat kecelakaan sehingga tidakdapat bekerja atau harus dirawat,pengusaha angkutan di perairanselain wajib mempunyai perawatandan pengobatan juga wajibmembayar gaji penuh jika awakkapal tetap berada atau dirawat dikapal
(3) Jika awak kapal sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) harusditurunkan dari kapal untukperawatan di darat, pengusahaangkutan di perairan selain wajibmembiayai perawatan danpengobatan, juga wajib membayar100% dari gaji minimumnya setiapbulan pada bulan pertama, dansebesar 80% dari gaji minimumnyasetiap bulan berikutnya, sampai yangbersangkutan sembuh sesuai suratketerangan petugas medis, denganketentuan tidak lebih dari 6 (enam)bulan untuk yang sakit dan tidaklebih dari 12 (dua belas) bulan untukyang cedera akibat kecelakaan.(4) Bila awak kapal diturunkan dandirawat di luar negeri, selain biayaperawatan dan pengobatan,pengusaha angkutan di perairan jugamenanggung biaya pemulangankembali ke tempat domisilinya.Selanjutnya ketentuan Pasal 29 PP.No. 7 Tahun 2000 menyebutkan: Besarnyaganti rugi atas kehilangan barang-barangmilik awak kapal akibat tenggelam atauterbakarnya kapal, sesuai dengan nilaibarang-barang yang wajar dimilikinya yanghilang atau terbakar.Ketentuan Pasal 30 berbunyi:(1) Jika awak kapal setelah dirawatakibat kecelakaan kerja, menderitacacat tetap yang mempengaruhikemampuan kerja, besarnyasantunan ditentukana. Cacat tetap yang mengakibatkankemampuan kerja hilang 100%besarnya santunan minimal Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);b. Cacat tetap yang mengakibatkankemampuan kerja berkurang,besarnya santunan ditetapkansebesar persentase dari jumlahsebagaimana ditetapkan dalamhuruf a, sebagai berikut :1) Kehilangan satu lengan :40%2) Kehilangan kedua lengan :100%3) Kehilangan satu telapaktangan:   30%
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4) Kehilangan kedua telapaktangan:   80%5) Kehilangan satu kaki daripaha:   40%6) Kehilangan kedua kaki daripaha: 100%7) Kehilangan satu telapak kaki:30%8) Kehilangan kedua telapakkaki:   80%9) Kehilangan satu mata:   30%10)Kehilangan kedua mata:100%11)Kehilangan pendengaran satutelinga:   15%12)Kehilangan pendengarankedua telinga: 40%13)Kehilangan satu jari tangan:10%14)Kehilangan satu jari kaki: 5%(2) Jika awak kapal kehilangan beberapaanggota badan sekaligussebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, besarnya santunanditentukan dengan menjumlahkanbesarnya persentase, denganketentuan tidak melebihi jumlahsebagaimana ditetapkan dalam ayat(1) huruf a.Ketentuan Pasal 31 berbunyi:(1) Jika awak kapal meninggal dunia diatas kapal, pengusaha angkutan diperairan wajib menanggung biayapemulangan dan penguburanjenazahnya ke tempat yangdikehendaki oleh keluarga yangbersangkutan sepanjang keadaanmemungkinkan.(2) Jika awak kapal meninggal dunia,pengusaha angkutan di perairanwajib membayar santunan :a. Untuk meninggal karena sakitbesarnya santunan minimal Rp.100.000.000,- (seratus jutarupiah);b. Untuk meninggal akibatkecelakaan kerja besarnyasantunan minimal Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta).(3) Santunan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), diberikan kepada ahli
warisnya sesuai dengan ketentuanyang berlaku.Selanjutnya apabila terjadikerusakan pada muatan kapal baik yangdiakibatkan oleh kondisi alam (force
majeure) ataupun diakibatkan oleh kondisiteknis didalam kapal itu sendiri, makanakhoda kapal akan membuat laporanberupa sea note of protes (laporan kondisimuatan kapal) yang diketahui olehSyahbandar untuk disampaikan kepadapihak asuransi sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 41 ayat (3) UU No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran, bahwa:“Perusahaan angkutan di perairan wajibmengasuransikan tanggung jawabnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) danmelaksanakan asuransi perlindungan dasarpenumpang umum sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan”.Sedangkan untuk kapal itu sendiri,apabila terjadi kecelakaan kapal yangmengalami tenggelam, terbakar, tubrukan,kecelakaan yang menyebabkan terancamnyajiwa manusia dan kerugian harta benda,serta kapal kandas, maka dilakukanpemeriksaan, yaitu dengan membuat BeritaAcara Pemeriksaan Pendahuluan berkaitandengan kecelakaan tersebut terhadap awakkapal yang mengalami kecelakaan tersebutsesuai dengan PP No.1 Tahun 1998 tentangPemeriksaan Kecelakaan Kapal danPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemeriksaan Kecelakaan kapal.Pemeriksaan kecelakaan kapal bertujuanuntuk melakukan penyelidikan ataupengusutan suatu peristiwa kecelakaankapal yang dilakukan oleh PejabatPemerintah yang berwenang untukmengetahui sebab-sebab terjadinyakecelakaan kapal, dan untuk mengetahuipihak mana yang bertanggung jawab atasterjadinya kecelakaan kapal tersebut.Terhadap kapal ikan, bila diketahuiada kapal lain (kapal niaga) menubruk jaringdari pada kapal ikan tersebut atau menubrukkapal ikan itu sendiri hingga mengalamikerusakan dan kemudian melaporkankejadian tersebut ke kantor SyahbandarBelawan,maka kapal lain yang menubruknyabertanggung jawab atas perbuatannya itudengan mengganti kerugian dari pemilikkapal tersebut.  Penggantian kerugian
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tersebut dapat berupa pembayaran sejumlahuang yang ditaksir besarnya kerugian yangdiderita kapal ikan tersebut, yangdibebankan oleh pemilik kapal yangmenubruk kapal ikan tersebut.Demikianlahbentuk tanggung jawab hukum yang selamaini dilaksanakan oleh Syahbandar Belawan.Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Syahbandar di Pelabuhan Perikanansendiri tidak memiliki kewenangan untukmelakukan pemeriksaan kecelakaan kapalikan tersebut. Oleh karena di dalam undang-undang perikanan sendiri tidak mengatursecara khusus tentang kecelakaan kapal,undang-undang hanya menyebutkanmelaksanakan bantuan pencarian danpenyelamatan apabila terjadi kecelakaankapal ikan sesuai Pasal 42 ayat (2) huruf kUndang-undang No. 45 Tahun 2009 danPasal 5 huruf n Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2013.Ketentuan kedua pasal tersebut jugamerupakan bagian yang diadopsi dariundang-undang pelayaran yaitu padaketentuan Pasal 208 UU No. 17 Tahun 2008.Sebenarnya penerbitan SPB kapalikan itu tidak hanya merupakan prosesadministrasi saja, tetapi masih ada tanggungjawab hukum yang harus dilaksanakandalam melaksanakan pengawasankeselamatan pelayaran kapal ikan yang tidakdapat dilakukan oleh Syahbandar diPelabuhan Perikanan berkaitan dengankompetensi (kewenangan).  Karena haltersebut merupakan domain dariSyahbandar Direktorat JenderalPerhubungan Laut.
IV. Penutup
A. Kesimpulan1. Harmonisasi pengaturan tentangkompetensi (kewenangan) dalamPenerbitan Surat PersetujuanBerlayar Kapal Ikan di PelabuhanBelawan ditinjau dari UU No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran danUU No. 45 Tahun 2009 tentangPerikanan, khususnya ketentuanPasal 42 UU No. Tahun 2009 terkaitkewenangan Syahbandar dalampenerbitan Surat PersetujuanBerlayar, bahwa terjadiketidakharmonisan (disharmonisasi)peraturan perundang-undangan
antara UU No. 17 Tahun 2008 denganUU No. 45 Tahun 2009, sertatermasuk peraturan di bawahnyaseperti Peraturan MenteriPerhubungan Nomor :PM. 82 Tahun2014 yang merupakan pengganti dariPeraturan Menteri PerhubunganNomor: KM. 01 Tahun 2010 danPeraturan Menteri PerhubunganNomor: PM. 23 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan MenteriPerhubungan Nomor: KM. 01 Tahun2010 Tentang Tata Cara PenerbitanSurat Persetujuan Belrayar (Port
Clearance)  terhadap UU No. 17Tahun 2008 dimana pada PeraturanMenteri No. PM. 82 Tahun 2014 Pasal2 ayat (3) terjadi pertentangandengan perintah Undang-undang didalam Pasal 207 ayat (1), dan juga didalam konsideran Peraturan MenteriPerhubungan No. PM. 82 Tahun 2014tersebut juga memasukkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009tentang Perikanan sebagai salah satuunsur penerbitan Permenhub No.PM. 82 Tahun 2014 tersebut.Selanjutnya Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan terhadap UUNo. 45 Tahun 2009 juga salingbertentangan. Sebab esensi dari UUNo. 45 Tahun 2009 seharusnyahanya mengatur tentang perikanansaja yang di dalamnya tidakmengatur tentang keselamatanpelayaran kapal perikanan,sedangkan esensi dari UU. No. 17Tahun 2008 secara jelas telahmengatur tentang keselamatanpelayaran, namun dari segi sinergitasantara Permenhub No. PM. 82 Tahun2014 dengan Permen Kelautan danPerikanan No. 3/PERMEN-KP/2013,terjadi sinergitas.2. Keabsahan (legitimasi) SuratPersetujuan Berlayar yangditerbitkan oleh SyahbandarPerikanan di Pelabuhan Belawan,bahwa khusus penerbitan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) kapalikan yang diterbitkan olehSyahbandar di Pelabuhan Perikananadalah sah berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 dan
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Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan No. 3/PERMEN-KP/2013,tetapi ditinjau dari Undang-undangNo. 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan sangatlah bertentangan;dan bertentangan dengan azashukum pembentukan peraturanperundang-undangan (legal
drafting).   Sama halnya denganUndang-undang No. 17 Tahun 2008yang bertentangan dengan PeraturanMenteri Perhubungan No. KM. 82Tahun 2014 yang memberikankewenangan kepada KementerianKelautan dan Perikanan dalam halpenerbitan Surat PersetujuanBerlayar (SPB), yang menyebabkandualisme aturan hukum di Indonesiaterkait keabsahan (legitimasi)penerbitan SPB tersebut.3. Tanggung Jawab Hukum Syahbandardi Pelabuhan Perikanan Belawanterkait dengan Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar Kapal Ikan,bahwa Undang-undang No. 45 Tahun2009 hingga Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan No.3/PERMEN-KP/2013 terbatas hanyakepada pengaturan tentangpemberian bantuan dan keselamatanapabila terjadi kecelakaan kapal,tetapi Undang-undang No. 17 Tahun2008 beserta peraturanpelaksananya mengatur tentangtanggung jawab hukum atas setiapkejadian terhadap semua kapal(termasuk kapal penangkap ikan)terkait kecelakaan kapal baik kapalperikanan sendiri maupun kapal-kapal lainnya.
B. Saran1. Perlu ditinjau kembali dan dilakukanrevisi terhadap Undang-undang No.45 Tahun 2009 khususnya padapasal 42 sehubungan dengankewenangan Syahbandar diPelabuhan Perikanan tentangKeselamatan Pelayaran danPenerbitan Surat PersetujuanBerlayar beserta peraturanpelaksananya, gunakepastian hukum
di Indonesia dan supremasi hukum,sehingga tidak terjadi tumpangtindih (overlapping)  diantaraperaturan hukum (peraturanperundang-undangan) yang berlaku.2. Dalam pembentukan PeraturanPerundang-undangan terkaitpenerbitan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) kapal ikan,seharusnya memperhatikan asas-asas pembentukan peraturanperundang-undangan, gunamenghindari kerancuan danketidakselarasan diantara peraturanperundang-undangan yangditerbitkan. Seperti isi Pasal 42Undang-undang No. 45 Tahun 2009yang sebagian mengadopsi isi Pasal207, 208 dan Pasal 219 dari Undang-undang No. 17 Tahun 2008. Dengandemikian sebaiknya diajukan ujimateri terhadap Pasal 42 UU. No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU. No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, terkait dengan tugas danwewenang Syahbandar di PelabuhanPerikanan, khususnya dalam rangkapenerbitan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) kapal ikan.3. Dalam hal tanggung jawab hukumyang diberikan kepada Syahbandardi Pelabuhan  Perikanan hanyasebatas tanggung jawabadministratif, sehingga terhadappara pengusaha kapal perikanan diPelabuhan Belawan hanya menerimakewajiban yang harus dipenuhinyaselaku subjek hukum, sedangkanhak-haknya diabaikan (tidak diaturdalam suatu peraturan perundang-undangan).4. Sebaiknya anggota legislatif  haruslebih teliti dalam pembentukanundang-undang, agar tidak terjadidikotomi hukum di Indonesia.  Dalampembuatan dan pembentukanperaturan menteri seharusnya tidakbertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehinggasupremasi hukum di Indonesia dapatditegakkan.
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